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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR f?TM'IUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGLUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLINAN

BUPAT! JEPARA,

. bahwa dalm rangka pelsksanaan Peratwan Dassh Kabupeten
Japara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Pemiehan Hak Atas

hunt menetapkan Peraturan Bupati  tentang  Petunjuk

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor
24, Berita Negars Republik indonesia Tanggal 18 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1987 tentang Penagihan Pajak

Surst Palsa (Lanbaran Negara Republik {ndonesia Tshun
1997 Normew 42, Tambahen Lembarmn Negara Nomor 3886),
ssbagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tehun 2000 tertang Perubshan stas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang FPenagihan Pajak dengan Surat Paksa

{Lembaran Negara Republik hdonesia Tehun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fertang Keuangan Negara
{Lembarsn Negara Republik indonasia Tahun 2003 Nomor 44,
Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 4286).

4, Undang-Undang MNomor 1 Tatwn 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indosesia Tashun 2004 Nomor
5 Tambahan Laxherac. Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



S Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Persturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara ([Republik
indonasia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negars
Repubkk ndonesia Nomor 4389);

& Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan,
Pengelotaan, Den Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negma Repubsk Indonesia Tahun 2004 Nomor 88 Tambahan
Lambaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintshan
Daerah {(Lembaran Negaa Republk indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negaa Republk Indonesia Nomor 4437),
sabagai mana teish beberapa kai diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedus Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintah Daerah
{Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4844)-

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusst dan  Pemerintash Daerah
(Lembaran Negara Republikk (ndonesia Tahun 2004 MNomor 128
Tambshan Lembaran Negas Republik indonesia Nomor 4438);

8 Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dasersh dan Retribuei Daerah (Lembaman Negera Republic
indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5048).

10.Persturan  Pemerintah Nomor 55 Tashun 2005 teniang Dana
Perimbangan (Lembaran Negura Republik Indonesia Tshun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor
4375y

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daersh (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republk Indonesia
Nomor 4578);

12 Peraturan Pemedntash Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urvsan Pemenntahan Antars Pemernintsh, Pamerintahan Oaerah
Provinsi, dan Pemerintahan Dsersh Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

13. Peraturan Daersh Kabupaten Jepam Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengsiolaan Keuangan Daerah Kabupsten Jepara
{Lambaran Daperah Kabupawen Jepara Tahun 2006 Nomor 10,
Tambahsn Lembaran Deersh Kabupaten Jeparm Nomar 3):

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemenntshan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daersh Kabiupoten Jepam (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 Nomor 3 Tambshan Lembaran Daersh Kabupaten
Jepara Nomor 2).
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15 Perstuvran Desrah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentarg
Bea Perolshan Hak Atas Tensh Den Bangunan (Lembaran Daeedih
Kabupaten Jepara Tabun 2010 Nomor 22 Tembahan Lembaran

Dasrah Kabupaten Jepara Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daersh in yang dmaksud dengan:

1.
2.

3

Daecsh adalah Kabupaten Jepara!

Pemerintah Daerah adaish Bupati dan Perangkat Daerah sebaga unsur
pe mp enggara Pemed niahan Daersh;

Bupati adalsh Bupati Jepara.

4 Pejsbat yang ditunjuk adsish Pegewai yang dberi tugas tertentu di Budang

L

1"

12

Perpajakan daersh sesusi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Sea Perolshan Hak atas Tenah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTHB
adalah pejsk stas perciehan hak atas tansh dan/atau bangunan;

Nilai Jual Objek Pajak. ymsng seisnjutnya dmingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secars 'wajar dan bilamana tidak
wmrdapat tansaksi pal beli NJOP ditentukan medalui perbandingan harga dengan
obsek [ain yang sejenis atau nisi perclehan baru atau NJOP pangganti.

Perolehan Hak stas Tanah danistau Bangunan adsiah perbuatan atau peristiwe
hukum yang mengakibatken dperolehnya hak atas taneh dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan;

Hak atss Tansh dan/atay Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak
pengeiolaan, beserta bangunan d atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang d bidang pertanahan dan bangunan,

Payak Daersh yang selanjutnya dsebut Pamk adalah kontribusi wajb kepada
Daersh yang tenutang oleh pribad atsu baden yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tdak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperiuan Dserah bag sebesar-besarmya kemakmuran rakysat,
Suat Setoran Pajak Daersh yang selanjuinya disingkat SSPD, adatah |bukti
pambayaran atsy penyetorsn pajak yang teiah diakukan dengan menggunakan
formulir stau teiah dfakukan dengen cara (ain ke Kas Daerah melfalui tempat
pembaysran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Suat Kelstapsn Pajek Dsersh Kurang Bayar, yang selaniutnya disingkat SKPDKB,
adaiash surat ketetapah pajak yang menentkan besamya jumish polok pajak,

jumiah kredt pajak, jumish kekurangan pembayafan pokok pajak besamya sanksi
sdminstrasi dan jumish yang mash harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disinghat
SKPDKBT, adeiah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah

pajak yang teish diletapkan;



13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

4

Pajok Daerah Labih Bayar, yeng selanuinyas disingkat SKPDLB,
adaish surat keletspan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pambayaran pajak
kerans krecit pajak lobih beasr darpada pajpk yang tenstang atau

&mmhMMmTﬂMB&nﬂumnndnhhmpm
aitss Baden yang mempercieh Hak atas Tansh danfatau Bangunan;

Wajib Psjak Bea Pemishan Hak atas Tansh dan Bangunan adalah orang pribadi
atay Badan yang memperoieh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

melaksanakan ketentusn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Penyidikan tindak pidana perpsjakan dsersh adsish serangkaian tindakan yang
diiskukan oleh Penyidk uruk mencan serta mengumpulkan bukli yang dengan
bukti lu membuat terang tindak pidena di bideng perpajekan daerah yang tevjad
Sorta menemukan ersangkanya.

Negeri Sipll yang dberi tugas dan weweniing khusus oleh Undang-undang untuk
melakukan penyidkan.

|

BAB I
OBJEX BPHTB

Pasal 2

{1) Obyek Pajak BFHTE adalah peroishan hak atas tanah dan/atau bangunan;
(2) Perolohan hak atas tansh dan‘atau bangunan sebageimana dimaksud pada ayat (1)

melput]

a. Pemindahan hak kwena |

jial bek

tukar -manukar,

hibah;

hibah wasiat,

WIS,

pamasukan dalam persercan atau badan hukum lainnys;
pamisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pambed dalam leiang;

pelaksanaan puhssan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

DIHBDELRN 2

b. Pamberian hak baru karens -

% el aaiuikain ol Deenle



3 mmwmmemwu} adalah:
ks rrililc;

hak guna usaha,

hak guna bangunan;

hak pakai

hak milk stas satuan rumah susun; dan
hak pengetolasn.

~sanoe

Pasal 3

Dimcuﬂiun:hriobiekﬂPHTBudﬂPamhhdewAtuTanahdanf:ﬂu
Bangunan, oleh

o Mwwmwdmmmmmwﬁ;

b. negara untuk penyslenggaraan pemerintshan dan/atau untuk  pelaksanaan
pembangunan guna kapentingan umum;

e mmmhnmmmmundemm
Menteri Keuangan dengan syaat tidak menjalankan usaha atau meiakukan
kog‘amundihnhngﬂdmmbadmammmnkihnommmm;

d mmmmmmmmmmmnmm
dengan tidak adanya perubahan nama

e. orang pribad atau Badan karena wakaf, dan

f orang pribadi atau Badan yang dGigunakan untuk kepentingan ibadah.

BAB Nl
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan BPHTE adalsh Nilai Perolehan Objek Pajak;

(2) Niai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dmaksud pada ayat (1). dalam ha -
jual beli sdaiah harga transaksi minimal berdasarkan nilei pasar;

tukar menukar adatah nilai Pase;

hibagh wasist adaiah nila pass’,

pemasikan dalam peseroan stau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,
pemisahan hak yang mengakibatkan peral han adalah nilai pasar,

mmmm-mmm'hﬂmMﬂmpumikekumn
hukum tetap adsish niai pasar,

penbeﬁmrnkhrumuuhubamikeimjuhndaﬂpahpumhtm
niai pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah o luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adsiah riai pasd,
|. peleburan ussha adalah niksi pasar,

Te ~ o2 a0 T



m pemekaran usahs adalah rilsi pass’

o [penunjukan mmmmwm yang tercantum dalam
rigalsh lelang minimal berdasarkan nilal pasar.

m}mMPMﬂnMMWMMM{Z}Wn
lmdmgmhrufnﬁdleiatthh-mnduhmmm
&Mdﬂnmmmmﬂamumnpadamhun tenadnya
pafolshan, dasar pengenaan yang d.pakal adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;

{4;uummnmuinmm.mm{2;dmn sabesar NJOP PEB
yang saat ini beriaku.

Pasal 5

(1)Besamya Niai Perolehan Objek Pejak Tidsk Kena Pajak dtetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,00 {enam puuh juta rupiah) untuk setiap Wajb Pajak;

mmmmmmmmmamdmm
mtﬂmmuhﬂnhuhungmmmmhmmmm
m-wnmmmmummmumm
jermasuk suamiistri, Nilsi Perolehan Objek Pajak Tidek Kerm Pajak ditetapkan
sebesar Rp. 300.000.000,00 {iga ratus jita rupish),

mmimmmemmwm-mmmw
(1)dan syst (2) dberkan techadap Waid Pajak pada Perolehan Hak yang pertama,
WMMWMMmhmﬂmwi
NPOPTKP datam satu tshunpajak dengan Wakb Pajak yang sama;

(4) Nisi Peroishan Objek Pajak Kens Pajsk adalsh Nial Perolehan Objek Pajak
dikurangsi dengan Niai Objek Pajak Tidaka Kena Pajak.

Pasal 8
Tarif BPHTE dietapkan sebesar 5% (ima persen).

BAB v
TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 7
Tahun Pejsk adaish jangka wakiu 1(satu) tahun takwim.
Pasal 8

(1) Saat terutangnya pajak BPHTE ditetapkan. untuk -
a jual beli adslah ssjak tangpal dbuat dan ditandatanganinya akta;
b tukar-menukar adaiah seiak tanggal dbuat dan ditandatanganinyd akis
c Hbah adalah sejak tanggal dbuat dan ditandatanganinya akta:



d hibah wasist adaish sejak tanggal dbuat dn ditandatangsni nya 8kis,

e wars adsiah seiak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan hakmya
ke kantor bidang pertanshan;

f mm-mmmwnmnmmmw
dibust dan ditandatanganinys akta

g |punhahmhﬂmmengakMMpamlhnaddlhujakumdem
4 tandatanganinys akta;

h putussn hakim adaish sejak tanggal putusan pangadian y&Q mempunyai
kekuatan hulm yang tetap.

i pembeian hak banu stas tanah sebaga kelanjutan dan pelepasan hak adalah
tajdthmﬂdiwﬂmmmnmhﬂ:

} parmmkbamdihﬂpol&pmnh*adallh sejak tanggal ditertl tkannya
surat keputusan pamberian hak:

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,

3 MMM*WMMGMWW!W:

m pemekaran usaha adalsh sejak tanggyl dibuat dan di tandatanganinya. akta

n hadah adaiah sejak tanggal dbust den di tandatanganinya akia; dan

0. lleiang adaish seiak tanggal penunjukkan pemenang leiang.

{Z}'qukmmmduuli:pﬂ-mwmm
sebageimana dmaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Besarnya Pajak tenstang dihllung dengan caa mengalikan taril pajak dengan NPOPKF.

BAB vV

SURAT PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasd 10
{1) Setiap Wajb Pajak wajb mengsi SSPD;
(2) SSFD sebagaimana cimaksud pada ayat (1) berfungsl sebagai SPTPD

(3} SSPD harus lerisi dengan jelas, benar dan lengkap seria d tandatangani oleh Wajb
Pajok atsu Kussanya, PPAT / Notaris serta d verfiksi DPPKAD.

(4) Bentuk, is: dan tata cars pengsian SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran |
yang tidak terpisshikan dari Persturan Bupati ink
Pasal 11

{1}SSPD sebagsimana dmaksud dalam Pesal 10 digunskan uniuk menghrung
sebaga dat pembayaran dan pelaporan.



(2) Dslam jangkas waktu 5 ( Ima ) lahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
meanarb tkan:

a SKPDKS:
b SKPDKBT;
. SKPDN

(3) SKPDKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbrtkan:

a Apabia berdasarkan hesl pemerksasn 2tau keterangan jain pajak yang terutang
tidak stau kurang dibayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar
2%( dua persen) sabulan dihitung dari pajsk yeng kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paiing lama 24 (dua puluh empat) bulan dhitung sejak saat
terutangnya pajak;

b Apabila SSPD tidak disampaikan kapada Bupali dalam jangka wakiu 4 { empat
belas) hari kerja sejak tanggal pembayaran atau peroiehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan, setsish ditegr secara fertuis tertentu  lidak dsampaikan pada
woktunya sebagamana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanks:
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sesbuian difitung dan pajak
yag kurang atau teilambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 {dua
puluh empast) bulan dihitung sejsk saat terutangnya pajak;

¢ Apabia kewaiban mengsi SSPD tidak dipenuhi, pajsk yang terutang dinitung
secara jabatan, dan dkenakan sanksi admnistrasi berupa kenakan ssbesar 25
% (dus puuh lma persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga ssbessr 2 % (dua persen) sebuan dhitung dani pejak yang kurang atau
terlambat dibayer uniuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

{4) SKPDKBT sebagemana dmaksud pada ayst (2) hunf b diterbitkan apabia
didemukan dats beru stau data yang semula belum lerungkap yang menysbabkan
penambshan jumish paisk yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebessr 100 % (seratus persen) dan jumiah kekurangan peak
tersobut,

(5) SKPDN ssbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dterbitkan apabis jumish
pajak yang enuteng sama besarnya dengan jumiah kradit pajek atau pajak tidak
terutang den tdak sda kredt pajek;

{8) Apabiia kewmjiban membayar pajak terutang daism SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bdak atau tidek seperuhnya dibayar dalam
jangka wakiu 1 (satu) bulan ditagh dengan menerbitkan STPD dtambah dengan
sanksi adm nistrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;

(7) Penambahan jumiah Pajsk yang teruteng sebagaimana dimaksud pada ayast (4)
tidak dkenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pomenkeaan;

(8) Wewanang Bupati sebagaimana d.maksud pade ayat (2) didelegasikan pads Kepsia



(4) Permohonsn angsuran pajek BPHTE sebegaimana dimaksud pada syst (3
5) Angsan pembaysrsn pajak seDAgEIMANS di'n:ltmdplnda

{6} Berdsssrksn permohonan Wejib Pajsk Kepsla OPPKAD dapst membarikan

{10) Persetyjuan dan penolaian pembayaran angsuran dan penundasn BPHTE
‘sebagaimana

SOCHM longiap den Dener.
Pasal 14

Setisp pembayaran BPHTE diberkan tanda bukii pembayaran berups SSPD dan
dibukukan BEIusi dengan Katortuan yang bedaiu.

BAB WY
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15
{1)MTmePmm:uﬂhhmmw‘uﬂ
findskan pelsksanasn panaginan pajak dikelusran 7 (tujuh) her sejsk saat jatuh
wmpo pembayaran;
{2) Daiam jangka wakiu 7 (ujuh) har setelsh tanggal Sust Teguran ateu Surat
Peringatan atau surat lin yang sejenis, Wajd FPajak harus melunasl paak yang

torutang;

(3) Sumt Teguan, Surst Peringatan atau suret len yang sejenis
dimaksod pada ayst (1) dkelhsarkan olsh Kepala DPPKAD.

|



BAB W
TATA CARA PEMBA YARAN
Pasal 12

(1)Pembayaran pajak diskukan di Kas Casrah ata tempat [an yang ditunjuk, SeeuRi
waktu yang ditentukan dalarn SSPD, SKPDKB, SKPOKET dan STPD;

(2) Tempat pembayarsn sebaghimana dmaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanpst
dengan Keputusan Bupati

BPHTH torutang wajib dibsysr oleh Wajh Pajak atsu Kuasenya dengan
{alwrﬂssmu:::ﬂWdemwm;

Dalam hal vjadi  pembayamBPHTE, tempet pembayaran sebagamana dmaksud
o pada ayat (1} davagblan membuat laporan dengan ketentuan :

?}Wmﬂumm BPHIBkmadl_mkmm_ : Kas

: mmmmms-mmmmmhm

5 Menyampaikan Nota Kredt beserta sslinen Rekening Koran Mngguan ke
DPPKAD selambat-tambatrys setiap Har Senin.

muarmmmmmxm-mmmmmmupm
DPPKAD.

b Tempat pambaysran kennya .

1} Menerma pembaysran BPHTB.

2) Mermberikan pangesahan/ resliessi pads setiap sumber SSPD.

» Wssmmmwwwfm.
Melimpahkan penerimaan BPHTE dengan dila SSPD  kepada

quwmemumhadk::Hmm
Hari Jum'at Wi

5) mmmmwnmnuuh.

6 Menyusun reksning koman sampsl dengan akhir bulan dan menysmpalkan ke
DPPKAD dan Kas Dasrah.

Pasal 13
{1) Pambayaran pajsk harus d iskpkan seluiigus atau lunas;

(27 Berdasarkan permohonan Wajb Pajsk, Bupati dapat membsrikan penatapan
untuk mengangsur pajek;

3) Mmmmmmmmwmm
Kepaia DPPKAD.



mmﬂgmmmmmmmmnmmm
tanggal pemberiehuan Sumt Paksa. Bupst segerm menerbitkan Suut Perintah
Meisisanakar Penyitasn

Pasal 18

smhdlmmmmmmmmmw
soteish lewst 0 (sepukih) hai sejak tanggel pelaksanaan Swat Ponintah

memn,wmmimwwl

BAB VT

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK

Pasal 20

(NWaiib Pajsk dapat mengaukan permohonan keringanan, pengurangan, dan
pembabasan BPHTE epada Bupati;

(2) Kennganan dan pangurangan BPHTB dapat dberiken datam hal
a. Kondisi erentu Wajb Pejak yang ads hubungannya dengan Objek Pajak ysitu :

1 Wajlb Pajak orang pribadi yang memperciah bak beru melalli program
pemerintah di bidang pertanshan dan tidsk mempunyal kemampuan secea
akOnomes,

2. Wajib Pajak badsn yang memperoleh hak baru seiain Hak Pengeloiasn dan
telah menguasi tanah dan atau bangunan secura fisik lebh dard 20 (dua
puuh) tahun yang dbukdikan dengan surst Pemyatssn Wajb Pajak dan
ketsrangan Bupasti;

1 Viajib pajiak orang pribadi yang mempercieh hak atas tansh dan atau
bangunan Rumah Sederhana { RS ) dan Rumah Susun Sederhana serta
Rumah Sangst Sederhars ( RSS ) yang dipercleh langsung dari
pangembang dan dibayar secara angsuran;



yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam gons keturunan
satu derajal e atas ateu satu derapt ke bawah.

rus
h Kondsi Wajib Pajk yang ade hubungannya dengan sebab - sebab lertentu

1. Whajib Paisk yang memperolah hak slas tanah melalui pembelian dari hasi
ganti rug pemenniah yang nilai ganti ruginya d bawah Nilai Jual Objek

A

2. Wajilb Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti alas tanah
dbebaskan oleh pemenniah unftk kapentingan umum;

1 Wasd Paiak Baden yang terkens dampak knsis ekonomi dan moneter yang
berdampak Lias pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajb
Pajak harus metakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesusi
dengan kebi aksanam pemenntah;

berfungsi lag sepert sermula dissbabkan bencana aam alau ssbab-sebab
nnya sepert kabakaran banjir, tanah longsong. gempa bumi, gunung
medatus, dan huru-had yang tenad dalam jangka waktu paling lama 3 (hga)
buten seiak penandatanganan akia,

5 Wejib Pajak orang prbad Veteran, Pegawai Negeri Spil ( PNS ) Tentara
Nasional indonesia [ TNl ), Polisi Republk hdonesia ( POLRI), Pensmunan
PNS, Purnawirawan TN, Pumawirawan POLRI atau janda / duda-nya yang
mempercieh hak atas tanah dan atau bangunan rumnah dinas Pemernintah:

8 Wajb Paiak Badan Korps Pegawsi Republk Indonesia ( KORPRI ) yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan

perumahan bagi anggots KORPRL PNS;

7.Wajb Pajak Badan anak perusahasn dari perusahaan asuransi dan
ressuransi yang memperoleh hak stms tansh dan astau bangunan yang
berasal dari perusshaan nduknya selaku pemegang saham tunggal sebaga
kelanjutan dai  pelaksanaan Keputusan (Menteri Keuangan tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

8 Wajb Paak yang domesiinya termasuk dalam wilayah program rehabidas:
dan rekonstruksi yang mempercieh heik atas tanah dan atau bangunan
meigui progam Pemenntah ¢ bidang perianahan atau Wasb Fajak yang
Objek Pajaknya terkena bencana aiam gempa bumi

¢ Tansh dan atay bangunan d gunakan unfik kepentingan sosial steu pend dikan
yang semats-mata tidsk untuk mencan keuntungan antara lain untuk pant
asuhan, panti jompo, rumah yabm piatu, sekdish yang tidak ditu ukan mencar
keuntungan, rumah sakit swasia mik nstitus: peiayanan sosial masyarakat,

(3) Pembebasan BPHTB dapat dberikan hanya padd kondsi Wajb Pajak sebagaimana
dalam ayet (2) huruf b angkan 6 dan angka B

Pasal 21

(1) Permohonan pengurangan dan kennganan BPHTE sebagsimana dmalsud
Pasal 20 disjukan secara leitulis delarn Bahssa ndonesis dengan disertakan alasan
yang jelas, dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan sejak saal terutangnya
BPHTB;
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(2 Permohonan pengurangan kennganan BPHTE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dismpin

8
by

Foto copy SPPT PBB untuk tshun terutangnya BPHTE;

¢) Foto copy dokumen Peroishan Hak Atas Tansh dan Bangunan;

&
L

Y

Folo copy KTP stau identites teinnya.

Surst Keterangan Lursh / Petingg atau Surst Keterangan Instansi terkalt khusus
sebagaimana dmaksud daiem Pasal 20 hwuf a angka 1 dan 4, huruf b angka 1.

Foto copy sertifiket hak atas tansh ada / atau Hak Milk atas satuen rumah susun

Pﬁubﬂwﬁmi‘ﬁ*{dﬂwﬂhmmi | pajak yang tendang
uviuk Wajib Pajsk sebagamana dmaksud delam Pasal 20 ayst (2) hunuf a
ngka 3;

Mw-mnm%(mmwm}-dﬁpﬂkmmm

i
i
5
i
;
E
:

banysk ssbesar 100% { sermtus persen ) dari pajsk yang terutang untuk
mmmmmmmw{mlmhma

dan angka 8.

Pasal 23

(1) Kaputusan ates permohonan pangurangan dan kefinganan BPHTEB dbernken delem
jangha wakitu peling lama 3 (tiga) bulen sejek dierimanya permohonsn secera
lengkap dan banar,

(2) Keputusan sebagainana dimaksud pada syst (1) berupa mengabukan sebagian
atau mengabulkan seluruhnya atau menolak;

(3) Apabita wetah lewat jangka wakiu sebagaimana dimaksud delam syat {1) keputusan
belum diberikan maka permohonan pengurangan dan karinganan BPHTB danggap
dikabulican,

{4) Basaran pengurangan dan kecingsnan BPHTB sebagaimena dimaksad pads syat
(3) dberkan sesuai leteruan sebagaimana dmaksud dalam pasd 22 secara
maksimal.
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Fasal 24

(1)Kepuhsan atas permohosan pengurangan den keringanan pajak dberkan oleh
Bupsti dalam hal pajsic werutang lebih dar Rp. 5.000.000.-( kma juta rupiah

(2)Keputusan Btas paohonan pangurangan dan stsu kernganan pajak dalam hal
pajak dberikan oleh Kepsia DPPKAD dalam hal pajsk yang tenutang paing banyek
Rp. 5.000.000,-(lima juta nmpéash |

Pasal 25

(1) Wailh Pajak dapst menghitung sendri besamya pengurangan dan kennganan
BPHTB adad m mshlukan paembayaran dan membayar BPHTE fenrtang sabesw

parhitungar

{2)Ketentusn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di lsickan setelah mendapat
parsstujugn pejabat sabagaimana dmaksud daem Pasa 24.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAFPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

{1) Bupstl karena jsbetan stau stas parmohonan Wajb Pejak dapat
a membetskan SKPD stau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalsm
penerbitannya terdapat kesaishan tuls, kesalmhan hitung, dar/etau kekelruisn
datam penttapan pershuan perundang -undangan perpajakan daerah;

b membatalkan atau mengurangken keletapan pajak;

¢ mengurangksn stau menghapuskan sanks! sdminisirasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang teruting dslam hal sanksi tersetut dikenakan karena

mmmmmm ayat (1) didelegasikan pade Kepaia

(3) Parmohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapsn dan panghapussn
atay pengurangan sanksi adminstrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebaga . mana dmaksud ayst (1) harus d sampaikan secara tertuls oleh Wajb Pejak
kepads Kepaia DPKAD selambatiambatnyan 30 (iga puluh) hari sejsk tanggsl
dterima SKPD, SKPDKB, SKPOKET atmi STPD dengan memberikan alasan yang
jolas:

(4)Kepsia DPPKAD pafing lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sabagaimana
dmaicsud ayst (3) dterma, sudsh harus memberikan keputusan

(5) Apabila seplth lewat waktu 3 {tiga) bulan sebagaimana dmaksud ayst (4) Kepsia
DPKAD tdak memberkan kaputusan pemiohonan pembetulsn, pembatsian,
pengurangan ketetapan dan penghapuasn atau pengurangan sanksi administrasi,
dnggap dikabulkan.



BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 27

{1) Pajsk harus mengaukan permohonan pemeriksaan SSPD kepada DFPKAD
E‘bﬂ lambatnys empat beiss har kera setelsh pajak dbaysrkan dengan
cilampirt : .

a. SSPD BPHTB yang olah divalidasi olsh Bank Penedima;

b. Foto copy identites Wajib Pejak (herupa Karu Tanda Penduduk).

c. mmmw&mmwmmmm
d :

(2 Pajak yang telsh dbayarkan yang berdasarkan SSPD dperiksa oleh Tim Pemeriksa
yang ditstapkan ocleh Kepsia DPPKAD yang hasinya dmuat dalam Berita Acara
wituk dpergunakan sebagal dassr perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

SKPOLB;
(3) Tm Pemeiksa sebagamans dmaiksud pada ayst (1) mempunyai tugas :
8. menguji kewensgnan kepatuhan pememthan pembsyaran pajak;

b Memerikss kelongkapan dokumen dan kebensran data objek pajak yang
sercantum deimm SSPO BPHTB,

c. Menandatengai SSPD BPHTE yang telah diverifikasi.

4) Untuk  keperusn pemerikssan Waib Pajak  dwajbken memperkhatkan,
memnjamkan buku catstan dan member ketemngan yang depat dipertanggung
jawabkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28
(1) Wajib Pajak dapat mengajuiien keberstan hanys kepads Bupati atas
s SKPDKB
b SKPDKBT.
¢ SKPOLB
d SKPDN
o

Pemotongan atau permungutan oleh Pihak Ketiga berdesarkan ketentuan
paraturan perndang-undengan DeTDREBIGET .

(2) Permohonan kebesstan sshagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disaripeiken
socars tortulia datam Bahesa Indomsia dengan dsortei slasan-alasan yang jeiss

{3) Kaberstan hanus disjuken dalam jengka wakiu paing isma 3 (tigs) bulan sesmk
tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPOLB, SKPDN dan Pemotongan stsi pemungutan
oleh Pihak Katigs berdasarken ketentuen pershran puuwmman
perpajakan dierima oleh Wajib Pajak kecusi apabla Wajb Paak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu Iy lidek dapet dipenuhi karens keadean diuar
kekyasaannya;



(4) Bupati dalam jangis waidu paling lama 12 (dua beias) buian seiak tanggal surat
parmohonan kebemtan sebageimens dimaksud pada ays (2) dienma sudah harus
menberikan keputvsan stas keberalar yeng disjukan;

{5) Apabils seleish lewst wakiu 12 dua belas) bulan lsbagaimana dmeksud pada Syat
(3 Bmlubchk memberican kepulusan, maka permohonan kaberatan dnmgap

o] P!l'“m keberstan sebagaimana dimaksud pada syat (1) dapat disjukan spablia
Whajib Pajak telsh metnbeyer pall ng pedikit yang telah destujui oleh Wallb Pajak;

(7) Keberstan yang tidak mameanuhi persyarstan sebegaimana dimaksud pade ayat (1),
ayat (2) syst (3). eyet (4) dan ayst (5) ldsk dlenggap sebagai surst keberatan
sehingge tidek diperterbacigican.

(1)Wajib Pajek dapst mwegysaan bending hanya kepeda Pengadian Pejsk dalam
jangka wakiu 3 (tign) bulan sedelah diterimanya keputusan keberstan;

{2) Pemohoian banding sebageimana dinakend peda syt (1) disjuicen SICara terklis
dalprn Bahasa indonesia, desgan alasen yenp jeies delem jengke waktu 3 (tgw
bulen sejsk keputusan dterima diampin seiinan dan surat keputusan tersebut;

(3) Pes \gajuan  parmohonen banding  menangguhkan kewalban membayer paiak
sampai dengan 1 (8atu) bulen seiak tanggel pene®ditan kepulusan bendng.

Pasal 30

{(1}Jika pangajuen keberstan steu psrmohonan banding dikabulkan sebagan atau
seluruhnya, kalebihan pembayaran pamak dikembelkan dengen diambah imbaian
bunga 2% {dus peresn) sabuian atsu paling lama 24 dus puluh empet bulan;

2) imbalan bungs dimmkssd pada syst (1) dbitung sejak bulan peluNBean LAMPAI
diterbitkannya SKPDLB;

(3) Deiarm hal keberstan Waph Pajak ditolak atau diksbulkan ssbagien, Wajh Pajak
dikeng sanksi admmistrasi berupa denda sebesar 50% (ima puluh persen) dar
jarmish pajak bevdanarken keputusan kabemtan dikurangi dengan pajek yang ieleh
dibaysr sabeium mengaukan keberstan:

(4) Dalam hal Waib Paak mengsukan permmohonan banding, sanksi sdministrasi
berupa denda sebeyar 50% (kma puluh panen) sebagaimana dmaksud pada ayat
{3) tdak dikenakan:

{5) Datam hal parmobonan banding di tolak atau dikabulkan sshingga Wajb Pajak
dkenakan sanks adminvsirasi berupa dexia sebesar 100% @eratus persen) dar
jumiah pajak berdasarkan putusan banding dkurang dengan pembayaran pajak
yang isiah diberyar sebelum mengajukan keberstan.



TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAX

Pasas{ 31

(1)Waiib Pajsk dapat mengajkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kapada Bupati secara tertuis dengan menyebutken sekurang-kurangnya :
a Nema dan slamat Waih Pajak;
b. Masa Paak;
¢. Besmmya kslabihan pembaywan Pajak,
d. Alssan yang jeias.

{2) Bupat dalarn jangks wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sepk diterimanya
permohonan pengembalian kelsthan pembayarn pajsk ssbagawnana dimaksud
pada syat (1) sudah harus memberikan keputusan;

(3) Apabils jangka wakiu sebagarnara d maksyd pada ayat (2) dilampaui, Bupsti tidsk
memberkan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak danggap dikmbulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu psiing lama

1(sartu) bulery

(4) Apabils Wiy Fajak mempunyai utang pajsk lainnya, maka keisbiban pembayaran
pajask sebagimana dmaksud pada wyat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebh dahulu utang pajak dimaksud,

{5) Pengembalian kelsbihan pembaysran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) buan sk dierbitkannya SKPDLE dengan menerbitken Surat Perintah
Mombayar Kelebihan Pajak {(SPMIKP):

(6} Apabila pengembaian kelebthan pembayaran paiek dilakukan setsish lewst waktu 2
{dus) Dusn sepk deerbtkannya SKPOLB, Bupati memberikan imbatan bunga
sebeser 2% (dua persen) ssbulan atas keteriambatan pembayaran kelebihen pajek.

Pasal 32

Apabila kelsbihan pembayaran psjak diparhitungkan dengan uting pajek lennya,
sebagaimans dmsksud dalam Pasal 28 ays (4) pembayarannys dilakukan d.qw
cara pemindshbukuan dan bukli pemindahbukuan juga berinku sebagai bukdi

pambayaran.
BAB Xt

KADALUWARSA
Pasal 33

{1)Hak untuk melskukan penagihan pajgk menjad kedslywarss setelsh melampau
jangka waktu 5 (lima) tshun terhitung sejak aaat wsrutangnys pajsk, kecusil apabila
wayh pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

(2) Kadsluwarsa penagihan pajak sebagasimana dmaksud peds syat (1) Wrtangguh



a. deerbitkan Surat Teguren dan Surat Paksa atau :
b. sda pengakusn uteng paisk dan waiib Pajek bak langsung maupun tidak
langsung.

{E)MMMMMTmuunMMPMMMmMM

ayst (2) hurufa, kedaksarss penaghan dhitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa Wrsebut.

{4]Wmuﬁmpﬂmhmummdnm-pmmm
hurufb. adalah Wajib Pajak dengan kesadsrannya menyatakan masih mempunyal
utang paiak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daersh;

{5;Pmmmwmwm;mwum.m
(2 hurufb. dapat diketshui dan pengapan perMOhONEN ANGSUrAN atau perimviien

BAB Xwi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hat-hal yang belum clatur delam Persturan Dsersh in sepanjang mengenai ieknis
pelsksanaswys dhetapkan oleh Bupat,

Pasal 35
Peraturan Bupst i muls berlshu pada tanggs! 1 Januari 2011,
Agsr sefiap orang mengetahuinya, memesnntabkan psngundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatsnays dalem Lembaran Daersh Kabupsien Jepara.
m J:.‘O-ma‘ﬂr A0l
BUPATI JEP

HENDRQC MARTOJO
Diundangkan d Jepara
padatangghl 21 kit Bte 3ell

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEFARA,
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